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PERATURAN BUPATI BARITO KUALA 
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TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Keija Pemerintah Daerah, perlu menetapkan 
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Barito Kuala Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6901);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 
2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2024 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6987);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 6178);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322); 
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 180);
Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 67);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomoeklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1117);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781);
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 
Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja 
Pemerintah Tahun 2027;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 
Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci 
Pemerintah Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 900.1.1-861 tahun 2026 tentang Perubahan 
Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi 
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi 
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 
04 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 
2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2024 Nomor 4);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 
03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 
2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2025 Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bari to Kuala Nomor 6 
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 - 
2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 
2024 Nomor 6);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 
-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala 
Tahun 2025 Nomor 9);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 
Tahun 2026 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Tahun 2026-2046 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Kuala Tahun 2026 Nomor 01);

29. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang 
Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 
Nomor 34).

X ^



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenagan daerah.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau 
disebut dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah, yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD 
adalah dokumen perubahan at as RKPD tahun berjalan.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun.

9. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disingkat Perubahan Renja Perangkat Daerah 
adalah dokumen perubahan atas Renja Perangkat Daerah 
tahun berjalan.

10. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah.

11. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode l(satu) tahun.



12. Prioritas dan plafon anggaran yang selanjutnya disingkat 
PPAS adalah program prioritas dan patokan batas 
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat 
Daerah untuk setiap program acuan dalam penyusunan 
rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat 
Daerah.

BAB II
PENETAPAN DAN KEDUDUKAN PERUBAHAN RKPD

Bagian Kesatu 
Penetapan

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Perubahan RKPD 

Tahun 2026;
(2) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana 

dimkasud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
(1) Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 2 berfungsi sebagai:
a. Pedoman penyusunan Perubahan Renja Perangkat 

Daerah Tahun 2026, dan
b. Pedoman penyusunan rancangan Perubahan KUA dan 

PPAS dalam rangka penyusunan Perubahan Rancangan 
APBD Tahun anggaran 2026

(2) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dmaksud 
pada ayat (1) meliputi perubahan:
a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah
b. Target sasaran pembangunan daerah
c. Prioritas pembangunan daerah
d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan 

kegiatan perangkat daerah: dan
e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 4
(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut:
a. Pendahuluan;
b. Evaluasi Hasil Rkpd Sampai Dengan Triwulan Ii Tahun 

2026;
c. Kerangka Ekonomi Dan Keungan Daerah;
d. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. Kineija Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
f. Rencana Keija Dan Pendanaan Daerah;
g. Penutup.

(2) Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini;



(3) Pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5
Rencana Keija dan Pendanaan Daerah yang tertuang dalam 
Perubahan RKPD mencakup program, kegiatan, indicator 
kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok 
sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan 
dan tidak mengalami perubahan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan 
pada tanggal 27 Juli 2026

Diundangkan di Marabahan 
pada tanggal 27 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BARITO KUALA

BERITA t)AlSRAI I KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026 NOMOR 25


